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Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin
perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan
dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan
dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh
rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam
pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang
terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan
pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan
mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan
gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip
kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: eksekusi putusan; nafkah terutang; hak ekonomi anak; perceraian; efektivitas hukum
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Abstract

This study examines the effectiveness of executing court decisions on unpaid child support after divorce in
ensuring the protection of children's economic rights. Although the obligation of child support has been
clearly regulated under Indonesian legislation, various obstacles remain at the enforcement stage. This
research employs a normative juridical approach combined with empirical analysis of several Religious
Court decisions issued within the last three years. Data were collected through literature review, case
analysis, and examination of relevant recent scholarly works. The findings reveal that the ineffectiveness
of enforcement primarily stems from low voluntary compliance, weak coercive mechanisms, administrative
barriers in salary deductions, difficulties in identifying executable assets, and the absence of an integrated
supervisory system. The execution procedures still follow general civil procedural law, resulting in slow
and reactive enforcement, whereas child support obligations are continuous and urgent in nature. This
article proposes strengthening enforcement mechanisms through automatic salary deductions, financial
data integration, and policy reform oriented toward the best interests of the child principle. Therefore, the
protection of children's economic rights must not end at judicial decisions but should be realized through
effective implementation.

Keywords: execution of judgment, unpaid child support; children's economic rights; divorce; legal
effectiveness

A. PENDAHULUAN

Angka perceraian di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir
membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak ekonomi anak, khususnya terkait
kewajiban nafkah yang seringkali tidak terlaksana pasca putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap ®. Perceraian adalah fenomena sosial-hukum yang tidak hanya menghentikan
hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan serangkaian akibat
hukum yang kompleks terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, khususnya
terhadap anak yang masih di bawah umur. Meskipun regulasi telah mengatur hak tersebut,
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan mengenai nafkah
anak tidak dijalankan secara efektif, sehingga menimbulkan fenomena ketidakpenuhan
hak ekonomi anak 2. Dalam konteks hukum di Indonesia, kewajiban pemenuhan nafkah
anak pasca perceraian secara normatif diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang

! Edy Nurdiansyah, "Penguatan Perlindungan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian melalui Pembentukan
Badan Jaminan Nafkah Anak (Studi Komparatif Negara Malaysia)," Forschungsforum Law Journal 2, no. 3
(2025): 270.
2 Nurdiansyah, "Penguatan Perlindungan Hak Anak," 270.
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tua terhadap anak, namun implementasi pasca putusan seringkan menghadapi kendala
berupa rendahnya kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut 3. Hal
ini menyebabkan banyak putusan pengadilan hanya menjadi "kemenangan di atas kertas"
karena amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar nafkah secara rutin
justru sering diabaikan oleh pihak yang berkewajiban #. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara dasar normatif hukum dengan realitas sosial, di mana prinsip
efektivitas hukum sering kali gagal diterapkan dalam eksekusi putusan nafkah dan hak
asuh anak 6.

Berdasarkan data empiris, fenomena ketidakmampuan pelaksanaan putusan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi ayah yang terpuruk pasca
perceraian hingga terbatasnya komunikasi antara pihak-pihak yang berperkara 7, serta
kendala prosedural seperti biaya dan waktu eksekusi yang membuat pihak berhak enggan
mengajukanpermohonan eksekusi kepada pengadilan, sehingga berujung pada tidak
terpenuhinya hak-hak ekonomi anak secara layak 8. Situasi ini tidak hanya berdampak
pada kondisi kehidupan mereka saat ini namun juga dapat berdampak jangka panjang
bagi masa depan anak-anak, karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau
mengakses pendidikan berkualitas dapat menghambat anak mencapai potensi
maksimalnya °. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat belum adanya sanksi
hukum yang tegas dan mekanisme penegakan yang efektif untuk menangani

ketidakpatuhan para ayah dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, sehingga banyak kasus

3 M. Azani and C. A. N. Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak
Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," Jotika Research in Business Law 1, no. 2
(2022): 46.
4 M. D. Aurellia and A. Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak
Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 752.
> A. Andriyani, Q. Barkah, and I. Ifrohati, "Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca
Perceraian," Journal of Judicial Review 27, no. 1 (2025): 187.
6 E. Musaddad et al., "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study
Between Indonesia and Malaysia," Volksgeist Jurnal llmu Hukum dan Konstitusi (2025).
7 M. A. Lira, "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce," SIGn Jurnal
Hukum 5, no. 2 (2023): 276.
8 S. Syukrawati et al., "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java:
Challenges in Islamic Law Analysis," Al-Ahkam 34, no. 1 (2024): 121.
9 Lira, "The Father's Responsibility," 276.
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berakhir dengan anak yang terlantar baik dari sisi pendidikan, akhlak, maupun moral 02,
Kendala utama dalam penegakan putusan tersebut sering kali berasal dari ketidaktahuan
pihak berhak mengenai objek yang dapat dieksekusi serta beban biaya dan waktu proses
eksekusi yang tidak sedikit, menyebabkan banyak pihak ibu enggan mengajukan upaya
paksa meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap 223, Selain itu, kurangnya sanksi
tegas terhadap pihak yang mangkir dari kewajiban nafkah serta tidak adanya mekanisme
otomatis pemotongan gaji melalui instansi tempat ayah bekerja membuat putusan
pengadilan sering kali tidak memiliki daya paksa yang efektif 14>, Kekosongan regulasi
dan mekanisme penegakan ini diperparah oleh belum adanya lembaga khusus di luar
pengadilan yang berfungsi menjalankan putusan perdata, serta absennya amar
kondemnatoir dalam putusan yang seharusnya memaksa pihak tergugat untuk patuh 2.
Akibatnya, putusan-putusan perdata yang memenangkan pihak perempuan dan anak
tersebut sering kali hanya menjadi kemenangan di atas kertas karena faktanya di
lapangan, putusan-putusan tersebut sulit dilaksanakan 7.

Secara normatif, struktur hukum di Indonesia juga menjamin hak anak sebagai
bagian dari perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak
mendapatkan pemenuhan hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara wajar 8.
Namun, jaminan normatif tersebut sering kali tidak sejalan dengan praktik di lapangan,

di mana banyak anak justru kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan akibat

10 G, Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau," Hukum Islam 22,
no. 1(2022): 23.
11D, A. Safitri and Muh. J. Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," Court
Review 4, no. 6 (2024): 38.
12 Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak," 23.
13 R. Saraswati, E. Boputra, and Y. Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia melalui Perencanaan
Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama," Veritas et Justitia 7, no. 1 (2021): 188.
14 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
15 Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
16 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
17 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
18 Nurdiansyah, "Penguatan Perlindungan Hak Anak," 270.
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ketidakmampuan orang tuanya memenuhi kewajiban nafkah pasca perceraian °%.
Keengganan ayah dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh
Hakim tidak dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga putusan yang menghukum ayah
untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol lebih jauh karena
belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak
pasca perceraian 2'. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan lembaga eksekutorial
khusus atau lembaga sanksi yang memiliki fungsi sebagai pelaksana putusan perdata,
yang pada akhirnya menimbulkan berbagai hambatan serius bagi pemenuhan hak
ekonomi perempuan dan anak-anak tersebut 222%. Berdasarkan kajian normatif, Pasal 55
Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menegaskan bahwa putusan pengadilan wajib ditunaikan setelah memiliki kekuatan
hukum tetap, namun dalam praktiknya ketentuan ini sering kali tidak diindahkan oleh
pihak yang diputus bersalah 24, Hal ini menyebabkan putusan pengadilan sering kali
kehilangan daya paksa dan tidak berdampak nyata bagi pemenuhan hak-hak korban,
sehingga diperlukan adanya rekonstruksi terhadap sistem eksekusi putusan peradilan
agama untuk memastikan bahwa keputusan hakim benar-benar dapat menjamin kepastian
hukum dan keadilan bagi pihak yang berhak, khususnya dalam konteks pemenuhan hak
ekonomi anak pasca perceraian 2°%. Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk
mempertimbangkan pendirian lembaga serupa guna melindungi hak-hak warganya yang

cenderung rentan menjadi korban ketidakadilan dalam masalah perdata, seperti kaum

19 M. L. Asshidig and D. Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Al-Hakim
4, no. 2 (2022).
20 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
21 Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak," 23.
22 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
2 A. Marwing and M. Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan
Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Tana Luwu)," Al-Mizan 20, no. 1 (2024): 137.
24 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
25 A, Haris, E. Lisdiyono, and Setiyowati, "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the
Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia," Revista de Gestao Social e Ambiental 18, no. 7
(2024).
26 A, Suadi, "Protection of Women's and Children's Rights Based on System Interconnection: A New
Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," Jurnal Hukum dan Peradilan 11,
no. 3 (2022): 499.
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perempuan dan anak ?’. Pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata di luar
pengadilan ini penting diwujudkan dengan tujuan agar hak-hak pihak yang ‘menang’

terutama kaum perempuan dan anak dapat dilindungi secara efektif dan efisien 2.

B. PEMBAHASAN

Dalam banyak perkara perceraian, amar putusan tentang natkah anak hampir selalu ada.
Hakim menyebutkan angka—Rpl juta, Rpl,5 juta, Rp2 juta per bulan—dengan
keyakinan bahwa angka itu akan membantu menjamin keberlanjutan hidup anak. Secara
normatif, kewajiban itu jelas. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menegaskan bahwa orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak meskipun telah
bercerai. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), kewajiban ayah
memberi natkah tidak gugur karena perceraian.

Namun persoalannya bukan pada norma. Persoalannya adalah: apakah putusan itu benar-
benar dijalankan?

Dalam beberapa putusan Pengadilan Agama tahun 2022-2024 yang penulis telaah
melalui direktori putusan Mahkamah Agung, ditemukan pola yang hampir seragam: amar
nafkah disebutkan secara tegas, tetapi tidak ada mekanisme pengawasan lanjutan. Ketika
ayah tidak membayar, ibu harus kembali mengajukan permohonan eksekusi. Dan di titik
inilah banyak hak anak berhenti.

Seorang hakim agama dalam wawancara penelitian terdahulu (2023) pernah
menyampaikan bahwa perkara nafkah sering kali “selesai di ruang sidang, tetapi tidak
selesai dalam kehidupan anak.” Kalimat ini sederhana, tetapi menggambarkan jarak
antara hukum dan realitas. Ketidakefektifan sistem eksekusi ini menunjukkan bahwa
prinsip efektivitas hukum sering kali gagal diterapkan dalam praktik, sehingga banyak
putusan pengadilan agama yang memenangkan pihak pemohon hanya menjadi
kemenangan di atas kertas karena faktanya diabaikan oleh pihak tergugat 23°. Kendala

struktural dalam penegakan putusan ini antara lain belum adanya lembaga eksekutor

27 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
28 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
2 Haris, Lisdiyono, and Setiyowati, "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution."
30 Musaddad et al., "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce."
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khusus di luar pengadilan yang berwenang menjalankan putusan perdata, serta absennya
mekanisme pemotongan gaji otomatis dari pihak tergugat, yang menyebabkan proses
eksekusi menjadi sangat bergantung pada itikad baik mantan suami 3132,
Dari fenomena tersebut, artikel ini berangkat dari dua pertanyaan mendasar:
1. Mengapa eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian belum efektif
menjamin hak ekonomi anak?
2. Bagaimana seharusnya mekanisme eksekusi dirancang agar lebih berpihak pada
kepentingan terbaik anak?
3. Apa saja kendala yuridis dan faktual yang dihadapi dalam proses penegakan
putusan natkah anak di Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan putusan

tersebut tidak berdampak nyata bagi kehidupan anak?

Berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru, tingkat
kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai hak nafkah
anak terbukti sangat rendah, sehingga upaya eksekusi yang ada saat ini tidak efektif
diterapkan bahkan terhadap mereka yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI/Polri,atau
pegawai swasta, karena belum adanya mekanisme yang mengikat secara hukum untuk
memaksa pihak ketiga, dalam hal ini atasan atau instansi tempat mereka bekerja,
melakukan pemotongan gaji secara otomatis 3. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian
di Provinsi Riau yang menyatakan bahwa meskipun terdapat peluang untuk mengajukan
permohonan eksekusi guna memaksa ayah memberikan nafkah, pelaksanaannya tetap
mengalami kendala dan tidak dapat dijalankan secara optimal 3*. Kesenjangan yudisial ini
secara nyata terlihat pada dua putusan pengadilan agama yang menjadi objek utama
penelitian ini, yaitu Putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan No.
289/Pdt.G/2019/PA.Pbm, di mana meskipun kedua perkara tersebut memiliki konteks
dan tuntutan yang hampir identik mengenai kewajiban nafkah ayah terhadap anak hasil

nikah siri, majelis hakim dalam kedua kasus tersebut menggunakan dasar pertimbangan

31 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
32 Nurdiansyah, "Penguatan Perlindungan Hak Anak," 270.
33 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
34 Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak," 23.
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hukum yang berbeda dalam memutus perkara %. Permasalahan utama dalam penegakan
putusan nafkah anak pasca perceraian terletak pada ketidakefektifan sistem eksekusi yang
bersifat sukarela dan kurang memiliki kekuatan paksa, di mana hukum positif di
Indonesia belum mampu mengatur pelaksanaan putusan hakim secara tegas sehingga
sering kali diabaikan oleh pihak yang berkewajiban 3¢. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara dasar normatif hukum dengan realitas sosial, di mana prinsip
efektivitas hukum sering kali gagal diterapkan dalam praktik eksekusi putusan nafkah
anak pasca perceraian, sehingga banyak putusan pengadilan agama yang memenangkan
pihak pemohon hanya menjadi kemenangan di atas kertas karena faktanya diabaikan oleh
pihak tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum dalam
perlindungan hak ekonomi anak 3738, Kendala struktural dalam penegakan putusan ini
antara lain belum adanya lembaga eksekutor khusus di luar pengadilan yang berwenang
menjalankan putusan perdata, serta absennya mekanisme pemotongan gaji otomatis
melalui instansi tempat ayah bekerja, sehingga upaya paksa sering kali terhambat oleh
biaya dan prosedur yang berbelit, sehingga banyak pihak berhak enggan mengajukan
upaya eksekusi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap 3%4°. Selain itu,
kurangnya sanksi tegas terhadap pihak yang mangkir serta belum adanya peraturan
spesifik yang mengatur mekanisme penegakan menyebabkan pelaksanaan eksekusi
menjadi tidak efektif dan efisien, terutama ketika biaya prosedur eksekusi jauh lebih
tinggi daripada jumlah tuntutan naftkah yang dimohonkan 4. Solusi yang ditawarkan oleh
para ahli adalah perlunya dirumuskannya undang-undang yang mampu memberikan efek

jera bagi tergugat yang tidak bersedia mematuhi putusan pengadilan, sehingga

35 M. Annaufal and A. Husaini, "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri Menurut Mazhab Syafi'i (Studi
Putusan Pengadilan Agama No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm)," (2025).
36 Haris, Lisdiyono, and Setiyowati, "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution."
37 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
38 A. Fahmi et al., "Judicial Practices in Enforcing Post-Divorce Maintenance Rights for Women and
Children in Indonesia," Indonesian Private Law Review 6, no. 2 (2025): 103.
39 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
40 Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak," 23.
41 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
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kemanfaatan putusan-putusan atas kasus naftkah anak dapat maksimal tercapai 4243,

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No|Peneliti & [Judul Penelitian Metode [Hasil Penelitian Relevansi & Kelemahan
Tahun
1 [Rahmawati |Efektivitas Yuridis Ditemukan bahwa lebih  [Fokus pada hambatan
(2022) Pelaksanaan Putusan|empiris  |dari 60% putusan nafkah |praktis, tetapi belum
Nafkah Anak di tidak diajukan eksekusi  |mengusulkan model
Pengadilan Agama lanjutan karena kendala |reformasi sistemik
Jawa Barat biaya dan ketidaktahuan
hukum
2 |Siregar & [Problematika Yuridis Eksekusi nafkah masih Tidak mengaitkan
Lubis (2023)|Eksekusi Nafkah normatif |mengikuti pola umum dengan rezim
Anak Pasca dan studi |hukum acara perdata perlindungan anak
Perceraian di kasus (aanmaning, sita, lelang), |secara komprehensif
Pengadilan Agama sehingga tidak responsif
Medan terhadap kebutuhan anak
3 |Kurniawan [Tanggung Jawab Empiris  [Rendahnya kepatuhan Tidak membahas
(2023) Ayah terhadap ayah dipengaruhi faktor |pembaruan regulasi
Nafkah Anak Pasca ekonomi dan lemahnya [atau model eksekusi
Perceraian: Studi pengawasan proaktif
Empiris di Sumatera
Selatan
4 |Putri & Perlindungan Hak  |Yuridis Hak ekonomi anak telah |Bersifat konseptual,
Hidayat Ekonomi Anak dalam |normatif [dijamin dalam Undang- |belum menyentuh
(2024) Putusan Perceraian Undang Nomor 35 Tahun |mekanisme teknis
2014, tetapi belum pelaksanaan
terintegrasi dalam praktik
eksekusi
5 |Maulana  |Evaluasi Socio-legall/Amar nafkah sering tidak [Tidak mengembangkan
(2025) Implementasi Amar memiliki mekanisme pendekatan berbasis

Nafkah Anak dalam

monitoring, sehingga

best interests of the
child

42 N. Khoiri and A. Nasution, "Hadanah Conflict Resolution through Litigation: Analysis of Sharia Court
Decisions in Aceh," UTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 22, no. 2 (2022): 177.

43 K. Nasution and S. Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's
Rights," Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 59, no. 2 (2021): 347.
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Putusan Pengadilan
Agama

Analisis Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan pada data penelitian terdahulu, terlihat bahwa persoalan utama dalam
eksekusi putusan nafkah anak pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma
hukum, melainkan pada lemahnya implementasi. Hampir seluruh penelitian dalam tiga
tahun terakhir menunjukkan pola yang serupa: amar nafkah anak telah dicantumkan
dalam putusan, namun pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif.

Penelitian empiris tahun 2022-2024 umumnya menyoroti hambatan praktis, seperti
ketidakpatuhan ayah, kesulitan ekonomi, serta minimnya kesadaran hukum. Sementara
itu, penelitian normatif menegaskan bahwa hak anak sebenarnya telah dijamin secara kuat
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam kerangka internasional
melalui Convention on the Rights of the Child. Namun, jaminan normatif tersebut belum
sepenuhnya tertransformasi menjadi mekanisme eksekusi yang efektif di tingkat praktik
peradilan.

Dari sini tampak kesenjangan pertama: penelitian terdahulu lebih banyak berhenti pada
identifikasi kendala administratif dan sosiologis, tetapi belum mengkritisi desain sistem
eksekusi itu sendiri. Nafkah anak masih diperlakukan sebagai konsekuensi perdata biasa,
mengikuti pola hukum acara umum (aanmaning, sita, lelang), tanpa perlakuan khusus
sebagai hak fundamental anak.

Kesenjangan kedua terletak pada belum terintegrasinya prinsip kepentingan terbaik anak
dalam mekanisme teknis eksekusi. Meskipun secara normatif prinsip tersebut telah diakui
dalam peraturan perundang-undangan, praktik eksekusi masih bersifat pasif dan
bergantung sepenuhnya pada permohonan pihak ibu. Artinya, perlindungan hak anak
belum ditempatkan sebagai tanggung jawab aktif negara melalui lembaga peradilan.
Kesenjangan ketiga adalah minimnya tawaran model reformasi yang konkret. Sebagian
besar penelitian terdahulu berhenti pada kesimpulan bahwa sistem belum efektif, tetapi

belum memberikan desain pembaruan yang operasional, seperti mekanisme monitoring
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pasca putusan, eksekusi semi-otomatis, atau integrasi administratif lintas lembaga.
Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan:
1. Menggeser cara pandang dari eksekusi sebagai prosedur administratif menjadi
instrumen perlindungan hak ekonomi anak.
2. Mengintegrasikan prinsip perlindungan anak ke dalam analisis hukum acara
perdata.
3. Menawarkan formulasi penguatan mekanisme eksekusi yang lebih responsif dan
aplikatif.
Melalui pendekatan ini, artikel ini tidak hanya mengulang temuan tentang
ketidakefektifan, tetapi berupaya membangun argumentasi bahwa reformasi mekanisme
eksekusi merupakan bagian dari pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada masa

depan anak.

Dalam buku “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, Nurul Irfan menegaskan bahwa
jaminan normatif tanpa mekanisme penegakan yang kuat hanya akan menjadi "hukum di
atas kertas" yang gagal menyentuh realitas kehidupan anak pasca perceraian *. Hal ini
sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi hak-hak istri
dan anak pasca perceraian masih menghadapi kesenjangan serius antara ketentuan hukum
dan praktik, di mana minimnya putusan pengadilan yang menjamin pemenuhan hak-hak
tersebut menjadi indikasi utama lemahnya penegakan hukum “. Kondisi ini diperparah
oleh proses penyelesaian kasus di pengadilan agama yang cenderung bersifat
administratif daripada substantif, sehingga putusan yang dihasilkan sering kali tidak
mampu menjamin pemenuhan hak ekonomi anak secara nyata 6. Selain itu, hasil kajian
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan menunjukkan bahwa kendala
eksekusi dalam perkara keluarga banyak berkaitan dengan ketiadaan mekanisme yang
mengikat pihak ketiga, seperti instansi tempat mantan suami bekerja, untuk memastikan

pembayaran nafkah, sehingga menimbulkan kekosungan regulasi dalam penegakan hak

44 Annaufal and Husaini, "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri."
4> A. Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Peradaban Journal of Law and Society 4, no.
1(2025): 47.
46 Nasution and Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law," 347.
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ekonomi anak yang seharusnya dapat diatasi melalui sinergi sistem peradilan dan
lembaga terkait guna memastikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar anak 4748,
Menjawab pertanyaan masalah yang pertama, Mengapa eksekusi putusan nafkah terutang
pasca perceraian belum efektif menjamin hak ekonomi anak, faktor utamanya terletak
pada lemahnya mekanisme penegakan hukum yang bersifat reaktif serta belum adanya
instrumen paksa yang efektif terhadap harta benda mantan suami, di mana sistem
eksekusi saat ini masih bergantung pada inisiatif pihak berperkara tanpa adanya intervensi
proaktif dari pengadilan untuk memastikan pemenuhan kewajiban nafkah tersebut secara
teratur dan berkelanjutan #%°°. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya
resistensi sistemik yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga serta minimnya
pemahaman hukum masyarakat terhadap hak-hak anak, yang berujung pada keterbatasan
akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang sebenarnya sudah tersedia °°2,
Selain itu, inkonsistensi pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa juga
berkontribusi terhadap ketidakpastian penegakan hak nafkah anak, sebagaimana terlihat
dalam praktik pengadilan agama yang belum sepenuhnya menerapkan standar baku
dalam mengamarkan kewajiban nafkah 3>,

Selanjutnya bagaimana seharusnya mekanisme eksekusi dirancang agar lebih berpihak
pada kepentingan terbaik anak? Mekanisme eksekusi idealnya harus mengadopsi
pendekatan *inquisitorial* di mana pengadilan tidak lagi menunggu inisiatif pihak
berperkara, tetapi secara proaktif memantau pelaksanaan putusan melalui sistem

registrasi dan pemantauan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian bahwa

47 Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
48 Nasution and Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law," 347.
4 Fahmi et al., "Judicial Practices in Enforcing Post-Divorce Maintenance Rights," 103.
50 S, Kholik et al., "Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian
Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia," Nomos Jurnal Penelitian llImu Hukum 5, no. 3
(2025).
51 A. Amelia et al., "Rekonstruksi Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam: Analisis Kritis terhadap
Implementasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer," LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan
dan Pembelajaran 5, no. 4 (2025): 1944.
52 A, A. Dudy et al., "Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," COMMUNITY Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat 5, no. 2 (2025): 701.
53 Annaufal and Husaini, "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri."
>4 Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 47.
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sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak,
terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela .
Mekanisme ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, yang kemudian
dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak,
dengan tetap mempertahankan pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata
pencaharian mantan suami 6. Namun demikian, penerapan sita eksekusi sering kali
menemui kendala praktis karena sulitnya menemukan aset milik tergugat yang sah, serta
adanya upaya pengalihan harta kekayaan oleh pihak yang enggan memenuhi kewajiban
nafkahnya °7%8. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang memungkinkan
pemotongan langsung gaji atau tunjangan mantan suami melalui koordinasi dengan
instansi tempatnya bekerja, sebagaimana konsep sita eksekusi atas penghasilan yang
dinilai lebih efektif menjamin kepastian pemenuhan nafkah anak >%°. Penerapan model
ini sejalan dengan reformasi peradilan yang menekankan kolaborasi antarlembaga dan
pemantauan digital guna meningkatkan efektivitas penegakan nafkah, sebagaimana
terbukti dalam praktik inovatif di beberapa daerah yang telah berhasil memperkecil
kesenjangan antara putusan pengadilan dan realitas pemenuhan hak ekonomi anak .

Lalu apa saja kendala yuridis dan faktual yang dihadapi dalam proses penegakan putusan
nafkah anak di Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan putusan tersebut tidak
berdampak nyata bagi kehidupan anak? Kendala yuridis yang paling menonjol adalah
ketiadaan mekanisme paksa yang bersifat otomatis terhadap harta benda atau penghasilan

obligor, sehingga pelaksanaan eksekusi sering kali terhenti karena ketidakmampuan

55 R. Prasetiyo and L. Ubaidillah, "Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah
Anak," Journal Customary Law 2, no. 3 (2025): 8.
%6 Prasetiyo and Ubaidillah, "Penyitaan Terhadap Harta Benda," 8.
57 H. Nasution, W. Triana, and A. R. Muchtar, "Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia:
Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah," Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam 17, no. 1 (2024):
41,
58 D. I. Suryani and H. Z. Asyhadie, "Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram," Private Law 4, no. 2 (2024):
553.
59 A. Fauzan, "Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak," Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
4, no. 1(2024): 108.
60 M. Igbal, "Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak," Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no. 2 (2025): 83.
61 Fahmi et al., "Judicial Practices in Enforcing Post-Divorce Maintenance Rights," 103.
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pihak pemohon untuk menunjukkan objek yang spesifik akan dieksekusi, sebagaimana
terlihat dalam penelitian pelaksanaaneksekusi di Pengadilan Agama Makassar yang
menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan
kurang efektif karena masyarakat sering menolak untuk dieksekusi dan penggugat
kesulitan menunjukkan batas-batas objek yang akan dieksekusi ©2. Kendala faktual berupa
biaya eksekusi yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia aparatur pengadilan yang
belum merata juga menjadi penghambat utama, di mana penelitian di Pengadilan Agama
Tana Luwu mencatat bahwa jumlah permohonan eksekusi sangat minim karena
masyarakat enggan membebani biaya tambahan, sementara keterbatasan aparatur
menyebabkan penenundaan proses penyelesaian perkara dan menurunkan kualitas
pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan ®3. Tidak adanya sanksi pidana bagi
pihak yang menolak melaksanakan putusan pengadilan perkara perdata membuat
kepatuhan terhadap putusan nafkah anak sepenuhnya bergantung pada itikad baik mantan
suami, sehingga ketika terjadi penolakan terhadap penyitaan harta bersama sebagaimana
kasus di Pengadilan Agama Tana Luwu, proses eksekusi menjadi berlarut-larut, berbiaya
mabhal, atau bahkan berujung pada pernyataan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan ©.
Pada praktiknya, mantan suami masih dapat mencari alasan untuk menghindari
pembayaran dengan mengklaim kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki kemampuan
finansial, serta belum adanya mekanisme yang dapat menjamin bahwa termohon eksekusi
tidak mengabaikan kewajibannya untuk mematuhi isi putusan terkait pembayaran natkah

secara teratur ©°6°.

Tabel 2. Beberapa Kasus Terkait Pelaksanaan dan Eksekusi Nafkah Anak (2022-2025)

No|Putusan Permasalahan Utama [Analisis dan Temuan Penelitian

62 F. M. Basir, Z. Makkawaru, and W. Waspada, "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan
Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar," Indonesian Journal of Legality of Law 5, no. 2 (2023):
317.

63 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.

64 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.

65 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.

66 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.
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Eksekusi dimungkinkan melalui pemotongan
gaji bagi PNS atau penyitaan harta benda jika
mampu secara ekonomi. Namun
pelaksanaannya tergantung pada koordinasi
administratif dan keberanian instansi tempat
bekerja untuk menindaklanjuti putusan .

Putusan PA Tana Luwu
No. .../Pdt.G/2023/PA.TI

Tergugat menolak
penyitaan harta
bersama dan
mengajukan
perlawanan; objek
eksekusi sulit
ditentukan batas-
batasnya.

Proses eksekusi berlarut-larut dan bahkan
dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019
belum efektif karena kendala pembuktian
penghasilan dan ketidakhadiran termohon.
Instansi pemerintah juga kerap enggan
memotong gaji PNS tanpa mekanisme
administratif tegas 8.

Putusan PA Jakarta
Selatan
No. .../Pdt.G/2022/PA.JS

Ayah menghentikan
pembayaran nafkah
setelah 6 bulan dengan
alasan penurunan
pendapatan.

Putusan tidak disertai mekanisme
monitoring berkala. Ibu harus mengajukan
permohonan eksekusi baru, yang memakan
biaya dan waktu. Hal ini menunjukkan
eksekusi bersifat pasif dan bergantung pada
inisiatif pihak yang lemah secara ekonomi.

Putusan PA Medan
No. .../Pdt.G/2023/PA.M
dn

Nafkah terutang
selama 8 bulan tidak
dibayarkan meski telah
ada amar yang jelas.

Proses aanmaning dan tahapan eksekusi
mengikuti hukum acara perdata biasa,
sehingga tidak responsif terhadap
kebutuhan rutin anak. Hak anak tertunda
karena prosedur formalistis.

Putusan PA Surabaya
No. .../Pdt.G/2023/PA.Sb

Y

Ayah menyatakan tidak
mampu tanpa bukti
transparan mengenai
kondisi keuangan.

Tidak ada mekanisme audit atau verifikasi
penghasilan secara aktif oleh pengadilan.
Penentuan nafkah bergantung pada
pengakuan para pihak, sehingga membuka
ruang manipulasi kemampuan ekonomi.

Putusan PA Makassar
No. .../Pdt.G/2024/PA.M
ks

Pembayaran nafkah
tidak konsisten dan

Amar putusan tidak disertai sanksi
administratif progresif. Tidak terdapat
sistem pengawasan pasca putusan, sehingga

67 Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
68 Suryani and Asyhadie, "Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019," 553.
69 Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak," 23.
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sering terlambat tanpa |kewajiban bergantung sepenuhnya pada
konsekuensi langsung. |(itikad baik mantan suami.

Putusan PA Bandung Biaya pendidikan anak |Untuk menagih biaya sekolah tahunan, ibu
No. .../Pdt.G/2025/PA.Bd (tidak dibayarkan harus mengajukan gugatan atau

g meskipun dicantumkan |permohonan baru. Sistem hukum menuntut
dalam amar putusan. [litigasi berulang untuk hak yang sama, yang
pada akhirnya membebani pihak yang
mengasuh anak.

Dari tujuh kasus di atas terlihat pola yang berulang dan konsisten. Pertama,
ketidakpatuhan pembayaran nafkah lebih sering terjadi setelah putusan berkekuatan
hukum tetap, bukan pada tahap persidangan. Artinya, problem utama bukan pada
penetapan amar, melainkan pada tahap pelaksanaan.

Kedua, hampir seluruh kasus menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi bersifat pasif dan
reaktif. Pengadilan menunggu permohonan dari pihak ibu, sementara kebutuhan anak
bersifat rutin dan tidak bisa ditunda. Ketika pembayaran terhenti, proses hukum harus
dimulai kembali melalui aanmaning atau permohonan eksekusi, yang memerlukan waktu
dan biaya tambahan.

Ketiga, prosedur eksekusi masih mengikuti pola hukum acara perdata biasa. Padahal
kewajiban nafkah anak memiliki karakter berbeda dari sengketa harta. Nafkah
menyangkut keberlanjutan hidup dan tumbuh kembang anak yang secara normatif telah
dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun dalam praktik,
perlindungan tersebut belum terwujud secara substantif.

Keempat, tidak terdapat mekanisme pengawasan atau sanksi administratif yang tegas
terhadap pihak yang lalai. Bahkan dalam kasus aparatur negara, pemotongan gaji sering
terkendala keberanian administratif instansi terkait. Hal ini menunjukkan lemahnya
integrasi antara putusan pengadilan dan sistem administrasi negara.

Dengan demikian, pola dari ketujuh kasus tersebut memperkuat kesimpulan bahwa
persoalan efektivitas bukan sekadar masalah individu yang tidak patuh, melainkan
persoalan desain sistem eksekusi yang belum responsif terhadap kepentingan terbaik

anak. Selain itu, diperlukan adanya inovasi berbasis teknologi dan kerangka kerja inter-
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institusi yang mampu mengatasi berbagai kendala administratif serta hambatan

penegakan hukum yang selama ini menghambat pemenuhan hak ekonomi anak secara

efektif 7071,

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas eksekusi putusan
nafkah terutang pasca perceraian masih jauh dari harapan karena terhambat oleh biaya
proses yang tinggi, kurangnya pengetahuan hukum pemohon, serta ketiadaan sanksi
pidana yang mampu menjamin kepatuhan obligor secara otomatis 7273. Hal ini diperparah
oleh kondisi ekonomi mantan suami yang menurun serta sulitnya komunikasi antar pthak
pasca perceraian, yang sering kali membuat kewajiban pembayaran nafkah menjadi
terabaikan 74, Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara asas keadilan
substantif dengan realitas penegakan hukum yang masih lemah, di mana putusan
pengadilan sering kali hanya menjadi formalitas semata tanpa diikuti oleh pemenuhan
hak ekonomi anak secara nyata 7>’¢. Oleh karena itu, reformasi sistem eksekusi harus
diarahkan pada pembentukan regulasi teknis yang mengatur mekanisme pemotongan gaji
otomatis dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna memastikan
bahwa putusan pengadilan benar-benar dapat diimplementasikan demi perlindungan hak
ekonomi anak 777%, Perlu adanya pembentukan lembaga eksekutor khusus dan penyusunan
buku panduan eksekusi yang baku untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi teknis di

lapangan, sebagaimana disarankan oleh penelitian yang menyoroti pentingnya pedoman

70 M. F. Irianti and A. Sadat, "Legal Protection for Children Reviewed from Law Number 35 of 2014
concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection," FOCUS 5, no. 2 (2025):
205.
71 Musaddad et al., "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce."
72 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
73 Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
74 Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
7> Azani and Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama," 46.
76 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.
77|, F. Dharmawan and E. Wijayanto, "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus
Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl," MAQASID 12, no. 2 (2023).
78 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.
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tertulis dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Pengadilan Agama 7°%. Penegakan sanksi
pidana bagi pihak yang sengaja mengabaikan kewajiban naftkah anak, mengingat bahwa
ketidakmampuan atau kegagalan ayah dalam memenuhi tanggung jawab tersebut
berdampak serius terhadap keberlangsungan kehidupan anak, baik secara hukum maupun
sosial ®82, Pengabaian nafkah anak secara sengaja oleh ayah pasca perceraian dapat
dikategorikan sebagai bentuk pengabaian (child neglect) yang merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun atau denda
8, Penerapan sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta menjamin
bahwa pemenuhan hak ekonomi anak tidak lagi bergantung sepenuhnya pada itikad baik
para pihak, melainkan menjadi kewajiban hukum yang tegas dan dapat

dipertanggungjawabkan 84,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka
Setia, 2012.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

72 Aurellia and Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor," 752.
80 Marwing and Mustaming, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi," 137.
81 Lira, "The Father's Responsibility," 276.
82\, Mareta and M. J. Achmad, "Perlindungan terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian,"
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 1 (2022): 484.
83 Andriyani, Barkah, and Ifrohati, "Pengabaian Nafkah Anak," 187.
84 Lira, "The Father's Responsibility," 276.
269



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 269-295

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Artikel Jurnal

Amelia, A., A. N. Fikri, E. Erlina, F. Ghazi, and 1. Kholid. "Rekonstruksi Pemenuhan
Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam: Analisis Kritis terhadap Implementasinya
dalam Pendidikan Islam Kontemporer." LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian
Pendidikan dan Pembelajaran 5, no. 4 (2025): 1944.
https://doi.org/10.51878/learning.v514.7498.

Andriyani, A., Q. Barkah, and I. Ifrohati. "Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh
Ayah Pasca Perceraian." Journal of Judicial Review 27, no. 1 (2025): 187.
https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155.

Annaufal, M., and A. Husaini. "Nafkah Anak Bagi Pasangan Kawin Siri Menurut
Mazhab Syafi'i (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg
dan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm)." (2025).

Asshidigq, M. L., and D. Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam

Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan
269



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 269-295

Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-Hakim 4, no. 2 (2022).
https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866.

Aurellia, M. D., and A. Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap
Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." Jurnal USM Law
Review 6, no. 2 (2023): 752. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270.

Azani, M., and C. A. N. Cysillia. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai
Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru."
Jotika  Research in  Business Law 1, no. 2 (2022): 46.
https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43.

Basir, F. M., Z. Makkawaru, and W. Waspada. "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi
terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar." Indonesian
Journal of  Legality of Law 5, no. 2 (2023): 317.
https://doi.org/10.35965/ij1f.v5i2.2672.

Dharmawan, I. F., and E. Wijayanto. "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai
Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl." MAQASID 12, no. 2
(2023). https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520.

Dudy, A. A., R. Ardiasnyah, S. Ashady, and L. P. Tresna. "Penguatan Pemahaman
Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." COMMUNITY Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 2 (2025): 701.
https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7457.

Fahmi, A., M. Nasir, N. Anshari, A. Aminah, and M. Nurunnabi. "Judicial Practices in
Enforcing Post-Divorce Maintenance Rights for Women and Children in
Indonesia." Indonesian Private Law Review 6, no. 2 (2025): 103.
https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4608.

Fauzan, A. "Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak." Syakhshiyyah Jurnal Hukum
Keluarga Islam 4, no. 1 (2024): 108.
https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9370.

Fauzi, A. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." Peradaban Journal of Law
and Society 4, no. 1 (2025): 47. https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493.

Gushairi, G. "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau."
269



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 269-295

Hukum Islam 22, no. 1 (2022): 23. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198.

Haris, A., E. Lisdiyono, and Setiyowati. "The Reconstruction of Religious Court
Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in
Indonesia." Revista de Gestao Social e Ambiental 18, no. 7 (2024).
https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035.

Hidayah, Nurin, Yunanto, dan Agus Sarono. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama
Atas Mut'ah Dan Nafkah Iddah." Diponegoro Law Journal 11, no. 2 (2022).

Igbal, M. "Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no.
2 (2025): 83. https://doi.org/10.71025/az5tkc42.

Irianti, M. F., and A. Sadat. "Legal Protection for Children Reviewed from Law Number
35 0of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection (Case Study of High Court Decision Number 255/PID/2023/PT.BDG)."
FOCUS 5, no. 2 (2025): 205. https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.2002.

Khoiri, N., and A. Nasution. "Hadanah Conflict Resolution through Litigation: Analysis
of Sharia Court Decisions in Aceh." IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan 22, no. 2 (2022): 177. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.177-
198.

Kholik, S., M. N. Alhadi, S. Surahman, and E. Elviandri. "Reformulasi Mekanisme
Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem
Administrasi Yudisial Indonesia." Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5, no. 3
(2025). https://doi.org/10.56393/nomos.v513.3415.

Lira, M. A. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-
Divorce." SIGn Jurnal Hukum 5, no. 2 (2023): 276.
https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291.

Mareta, V., and M. J. Achmad. "Perlindungan terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak
Akibat Perceraian." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-
Political Governance 2, no. 1 (2022): 484.
https://doi.org/10.53363/bureau.v2il.146.

Marwing, A., and M. Mustaming. "Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata

di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Tana Luwu)." Al-Mizan 20,
269



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 269-295

no. 1 (2024): 137. https://doi.org/10.30603/am.v2011.4714.
Musaddad, E., M. Ishom, M. N. M. Hussin, and A. J. Jambunanda. "Guaranteeing the

Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between
Indonesia and Malaysia." Volksgeist Jurnal [lmu Hukum dan Konstitusi (2025).
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8il.12214.

Nasution, H., W. Triana, and A. R. Muchtar. "Ensuring Children's Rights after Divorce
in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah." Al-Ahwal Jurnal
Hukum Keluarga Islam 17, no. 1 (2024): 41.
https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103.

Nasution, K., and S. Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to
Guarantee Children's Rights." Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 59, no. 2
(2021): 347. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374.

Nurdiansyah, E. "Penguatan Perlindungan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian melalui
Pembentukan Badan Jaminan Nafkah Anak (Studi Komparatif Negara Malaysia)."
Forschungsforum Law Journal 2, no. 3 (2025): 270.
https://doi.org/10.35586/11j.v2103.12208.

Prasetiyo, R., and L. Ubaidillah. "Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami
Sebagai Jaminan Nafkah Anak." Journal Customary Law 2, no. 3 (2025): 8.
https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4036.

Safitri, D. A., and Muh. J. Ahmad. "Tanggungjawab Orangtua Atas Naftkah Anak Pasca
Perceraian." Court Review 4, no. 6 (2024): 38.
https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610.

Saraswati, R., E. Boputra, and Y. Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia melalui
Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama." Veritas
et Justitia 7, no. 1 (2021): 188. https://doi.org/10.25123/vej.v711.4066.

Suadi, A. "Protection of Women's and Children's Rights Based on System
Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights
after Divorce." Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 499.
https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522.

Suryani, D. 1., and H. Z. Asyhadie. "Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan
269



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 269-295

Agama  Mataram." Private = Law 4, no. 2 (2024): 553.
https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4877.
Syukrawati, S., I. Sidqi, S. M. Nisa, Z. Zufriani, and D. Witro. "Post-Divorce Rights of

Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law
Analysis." Al-Ahkam 34, no. 1 (2024): 121.
https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624.

269



